
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ten tang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 50, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 
tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4893); 

Menimbang :a. bahwa dengan mernperhatikan kondisi perekonomian nasional 
yang berimplikasi pada perekonomian daerah, khususnya di 
Kabupaten Jepara yang berkaitan dengan biaya sewa rumah 
bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara, maka 
perlu adanya penyesuaian pembiayaan dan perlu meninjau 
kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2015 
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Jepara 
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tunjangan Perumahan bagi 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Jepara; 

b. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupatl Jepara 
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 
14 Tabun 2005 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Jepara; 

BUPATl JEPARA, 

TENTANG 

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN 
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURANBUPATIJEPARA 
NOMOR 66 TAHUN 2016 

BUPATI JEPARA 
PROVINS! JAWA TENGAH 



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telab beberapa kali ell ubab terakhi.r 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintab Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5679); 

10. Peraruran Pemerinlah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan 
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Le.mbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1977 Nomor 11, TambahanLembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraruran Gaji Pegawai Negeri 
SipiJ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 
24); 

11. Peraturan Pemerintab Nomor 24 Tahun 2004 Tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa 
kali cliubab terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 centang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Namor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyar Daerah (Lembaran Negara Republik 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 centang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 ten tang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5043); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

.3... ,.,,.:rg-Uudang Nomor 17 Tahun 2003 ti:nmng Keuang;=,; 
~ n.cmharan Negara Republik Indonesia Tamm 2003 
NOi.lOr 4-, Tambahan Lembaran Negara Rcpuolik Indonesia 
Nomor 4286}; 

<1. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan.Lcmbaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tent.ang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor I 04, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupateo Jepara [Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005 Nomor 
13), scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhlr dengan Peraturan Bupati 
Jepara Nomor 31 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati 
Jepara Nomor 14 tahun 2005 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan 
Anggoca Dewan Perwakilan Rakyat Daerab Kabuparen Jepara (Berita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 31), diubah sebingga keseluruhan Pa.saJ 2 
berbunyi sebagai berikur : 

Pasal I 

PERATURAN BUPAT1 TENTANG PERUBAHAN KEL1MA ATAS 
PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 14 TAHUN 2005 
TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPlNAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
JEPARA. 

Menetapkan 

MEMUTOSKAN : 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Ta.mbahan Lemba.ran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

12. Peratu.ran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 251, sebagaimaoe 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturen Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahen 
ketiga Atas Peraturan Deerah Kabupaten Jepara Nomor 8 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwe.kilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 
3,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2); 

14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2005 tentaog 
Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwa.kilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun '2005 Nemer 13), sebagaimaoa telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraruran Bupati Jepara 
Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 tahun 2005 tentang 
Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 31); 
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BERlTA DAERAH 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 25 November 2016 

SEKRETARIS DAE.RAH KABUPATEN 
J EPA RA, 

Ditetapkan di Jepara 
Psda tanggal 25 No v emb e r- 2016 

Agar setiap orang mengetahuinys,memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dslam Serita Daerah Kabupaten Jepara. 

Peraruran ini mulai berlaku pada tanggsl 1 Januari 2017. 

Pasal 3 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan runjangan perurnahan dslam bentuk 
uang dan dibayarkan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut : 
a. Kerua DPRD sebesar Rp 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah). 
b. Wakil Kerua DPRD sebesar Rp 13.000.000,- (Tiga belas Juta rupiah). 
c. Anggota DPRD sebesar Rp 11.500.000,- (Sebelas juta lima ratus ribu 

rupiah). 
(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) untu.k Pimpinan 

DPRD dan Anggota DPRD yang baru atau pengganti antar waktu dibayarkan 
terhitung mulai tanggal pengucapansumpah / Janji. 

(3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak diberikan 
apabila Pemerintah Daerah sudah menyediakan rumah jabatan bagi Pimpinan 
DPRD atau rumah dinas bagi anggota DPRD. 

Pasal 2 

• 


